
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 6 PEBRUARI 2007

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 3A TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL
NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS, NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS,

DAN NOMOR SURAT/SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG MUTASI

KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENETAPAN
ANGKA PENGENAL NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan.
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah

bahwa untuk tertib administrasi dalam pengendalian dan penyelesaian
mutasi kepegawaian dipandang perlu mengubah Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 3A Tahun 2005 tentang
Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor
Persetujuan Teknis, dan Nomor SuratiSurat Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan
Penetapan Angka Pengenal Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil,
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

Menimbang

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 3A TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN ANGKAPENGENAL NOMOR

PERTIMBANGAN TEKNIS, NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS, DAN NOMOR
SURAT/SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAI

KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENETAPAN

ANGKA PENGENAL NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 3A TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN ANGKA
PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS, NOMOR
PERSETUJUAN TEKNIS, DAN NOMOR SURAT/SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAIKEPALA KANTOR
REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG MUTASI
KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENETAPAN ANGKA
PENGENAL NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL.

MEMUTUSKAN:

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
64 Tahun 2005;

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun
2003 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun
2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian
Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya
sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun
2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di
Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3A Tahun
2005 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan
Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor SuratiSurat
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi
Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Penetapan Angka
Pengenal Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
Negara;
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Menetapkan



/l~
PRAPT02

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 2007

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Pasalll

Mengubah Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3A Tahun 2005 tentang
Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor
Persetujuan Teknis, dan Nomor SuratiSurat Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan
Penetapan Angka Pengenal Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil,
sehingga rnenjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran
II, dan Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasall



DAFTARANGKA PENGENAL NOMOR INSTANSI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
TANGGAL
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KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

p~

1 2 3
102 5 Pemerintah Kab. Halmahera Selatan 7 9 0 fi
102 6 Pemerintah Kab. Halmahera Timur 7 9 0 I)

102 7 Pemerintah Kab. Kepulauan Sula 7 9 0 7
102 8 Pemerintah Kota Tidore 7 9 0 II

103 Pemerintah Provinsi Papua ( Irian Jaya Timur ) 8 0 0 0
103 1 Pemerintah Kab. Jaya-Pura 8 0 0 I
103 2 Pemerintah Kab. Merauke 8 0 0 L
103 3 Pemerintah Kab. Jayawijaya 8 0 0 :!
103 4 Pemerintah Kota Jayapura 8 0 0 {I
103 5 Pemerintah Kab. Puncak Java 8 0 0 ,-

.J

103 6 Pemerintah Kab. Sarmi 8 0 0 (j

103 7 Pemerintah Kab. Keerom
.....

8 0 0 7
103 8 Pemerintah Kab. Peqununoan Bmtanq 8 0 0 B
103 9 Pemerintah Kab. Yahukimo 8 0 0 !J
103 10 Pemerintah Kab. Tolikara 8 0 1 ()

103 11 Pemerintah Kab. Boven Digoel 8 0 1 1 ..-
103 12 Pemerintah Kab. Mappi 8 0 1 2
103 13 Pemerintah Kab. Asmat 8 0 1 :3

104 Pemerintah Provinsi Irian Jaya Tengah 8 1 0 0
104 1 Pemerintah Kab. Biak Numfor 8 1 0 1
104 2 Pemerintah Kab. Yapen Waropen 8 1 0 2
104 3 Pemerintah Kab. Waropen 8 1 0 3
104 4 Pemerintah Kab. Nabire 8 1 0 4
104 5 Pemerintah Kab. Paniai 8 1 0 5
104 6 Pemerintah Kab. Mimika 8 1 0 ()

104 7 Pemerintah Kab. Supiori 8 1 0 7
105 Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat 8 2 0 0

105 1 Pemerintah Kab. Sarong 8 2 0 1
-

105 2 Pemerintah Kab. Sarong Selatan 8 2 0 2
105 3 Pemerintah Kab. Raja Ampat 8 2 0 :3
105 4 Pemerintah Kab. Manokwari 8 2 0 4
105 5 Pemerintah Kab. Teluk Bintuni 8 2 0 5 - ,_-

105 6 Pemerintah Kab. Teluk Wondama 8 2 0 G
.-

105 7 Pemerintah Kab. Fak - Fak 8 2 0 7
105 8 Pemerintah Kab. Kaimana 8 2 0 B
105 9 Pemerintah Kata Sarong 8 2 0 D
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KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

PRAPTO~

DAFTAR PENGENAL
KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO KANTOR REGIONAL PENGENALBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

1 Kantor Regional I BKN di Yogyakarta B

2 Kantor Regional II BKN di Surabaya C

3· Kantor Regional III BKN di Bandung D

4 Kantor Regional IV BKN di Makassar E

5 Kantor Regional V BKN di Jakarta F
.',.......,.-'.

6 Kantor Regional VI BKN di Medan G

7 Kantor Regional VII BKN di Palembang H

8 Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru

9 Kantor Regional IX BKN di Jayapura J

10 Kantor Regional X BKN di Denpasar K

11 Kantor Regional XI BKN di Manado L

12 Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru M

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL:
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ANGKA PENGENAL
NIP

INSTANSINO

DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR IDENTITAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL (NIP)

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 6 Pebruari 2007

16



380000000
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KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~
PRAPTO~

1 ;,,2' , . .3':;i
76 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau P20000000
77 Pemerintah Provinsi Jambi 430000000
78 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 440000000
79 Pemerintah Provinsi Bangka Belitung P10000000
80 Pemerintah Provinsi,.Bengkulu 450000000
81 Pemerintah Provinsi Lampung 460000000
82 Pemerintah Provinsi OKI Jakarta 470000000
83 Pemerintah Provinsi Jawa Sarat -

480000000
84 Pemerintah Provinsi Banten 900000000

--
85 Pemerintah Provinsi Oaerah Istimewa Yogyakarta 490000000
86 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 500000000
87 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 510000000
88 Pemerintah Provinsi Kalimantan Sarat 520000000
89 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 530000000 _ .. ,_

90 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 540000000
91 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 550000000
92 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 560000000
93 Pemerintah Provinsi Gorontalo 940000000
94 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 570000000
95 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 580000000
96 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat P30000000
97 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenqqara 590000000
98 Pemerintah Provinsi Bali 600000000
99 Pemerintah Provinsi NTS 610000000
100 Pemerintah Provinsi NTT 620000000
101 Pemerintah Provinsi Maluku 630000000
102 Pemerintah Provinsi Maluku Utara 970000000
103 Pemerintah Provinsi Papua ( Irian Jaya Tlrnur) 640000000
104 Pemerintah Provinsi Irian Jaya Tenqah 980000000
105 Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat 990000000
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